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ABSTRAK 

 

Pembuktian dalam penegakan hukum tindak pidana  korupsi salah satunya adalah 

penyadapan yang diatur dalam  Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Sesuai 

menurut Pasal 184 KUHAP, rekaman penyadapan telepon  menjadi alat bukti 

petunjuk. Contoh kasus perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg dimana 

Terdakwa S telah melakukan korupsi pengaturan proyek lingkungan di 

Pemerintah Kabupaten Indramayu dan dijatuhi hukuman 4 tahun, 6 bulan dan 

pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- , apabila denda tidak dibayar, maka akan 

diganti dengan kurungan selama 4 bulan. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah 

pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian rekaman penyadapan telepon 

pada tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang 

dipergunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data dikumpulkan dengan cara 

pengumpulan studi dokumen dan analisis secara kualitatif. Simpulan 1)  

Pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian rekaman penyadapan 

telepon pada tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Bdg adalah mempertimbangkan secara yuridis yaitu surat dakwaan, 

tuntutan, barang bukti, alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk yang 

didalamnya ada bukti rekaman, keterangan terdakwa. Pertimbangan non yuridis 

yaitu mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. 
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